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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 27 TAHUN 2001
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KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

habwa dengan telah ditetapkennya Peraturan Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Pembentulean Organisssi dan Tata Kerja Dinas Dacrah
Kabupaten Muara Enim, maks dalem rangka lkelancarap
peiaksanaan tugas Dinas Bine Marga perlu dilakukan
Penjabaran  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Margs
Kabupatcn Muara Enim |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana di maksud
huruf a perli menetapkan Keputusan Pupati Muara Enim
tentang Penjabaran Tuogas Pokok dan Fongsi Dines Bina
Marga Kabupaten Muara Endm.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
tontang Pembeéntukan Daerah Tingkat 1T dan Eotapraja di
sumatera Selatan | Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara
REepublik Indonesia Nomor 1821 ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tcntang Pemerintahan DNaerah | Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tabun 1999 Nomor 60, Tambahao Lembaran

1

Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tuhun 1999
tenitang Penimbangan Kenangan antara Pemerintah Pusat dam
Daerah [ Lembaran Negama Republik fndonesia Taehun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indoncsia
Nomor 3848 ) .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974
tentang Pokok-pokok Hepegawalan (Lembaran Negoos
Republk Indopesia Tahon 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah di nwhah dengan Undang-undang Womor
43 Tahun 1999 (Lembarem Negara Republik Indonesia Tahun
1999 . Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2890)
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5. Peraturan Pemerintah Repubbk Indonesin Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom | Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘Tahun 2000 Nowmor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952 ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesin Nomor 84 Tahun
2000  tntang  Pedoman Organisasi Pemangkat Dacrah
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
163) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan  den  Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan  Peraturan  Pemerintah, dan Rancangan
Eepuinsan Presiden .

8. Peraturan Daerah Kabupsien Muara Enim Nomor 16 Tahun .
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara
Enim : '

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nemor 19 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim,

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPAT! MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS  BINA  MARGA
KABUPATEN MUARA ENIM. '
BADB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini vang di maksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Muara Enim

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara
DinaaBiuaMargaadalahUintinaMargaKahu}mtenMua:a
Frm. '

Eepala Dinaz adalah Kepala Dinas Bina Merga Kabupaten Musra
Enim. :

Cobang Dines adalsh Cebang Dines Binas Marga Kabupatcn
Muzun Enim.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Bina Margs Habupaten Muara Enim.

Kelempok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawal Negerd
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pejabat yang berwenang untik melaksanakan kegiatan yang scsuai
dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran
fugas pemerintahan.
BAB II
KEDUDUKARN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daergh
di bilang Bina Marga.
{2) Dinas Hina Marga di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yvang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. :
Pasal 3

DiuasEinaMﬂmmamjmnynimgmmnlﬂk&mkmmmmmah
langga daerali dalam bidang Bina Marga yang menjadi tanggung
Jawabnya meliputi Pembangunan, pewecliharsan dan pengembangan
sarand dan prasarang jalan. : '

Fasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersehut pada paaaia Dmas Bina
Margamcmptmyaifungﬁ.i:

a. Perummsan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan ;

b. Pelaksanaan penyusunsn repcana umum pengembangan prasarana
d_an&ﬂranawﬂa}mhyangtﬂrdiﬂmjahndﬂnjembatanbem
simpul-simpulnys ;

nﬁhkmpmhﬂngunan,pmgchmandanpmﬂﬂhmpm
dat jembatan ; .

d. Pelaksanaan poengawasan, monitoring, evaluasi dan peogendalian
teknis di bidang Bina Marga :

c. Pelaksanasn pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit
dilingkungan Dinas Fina Margs ;

f. Pelaksanasan urusan h:tetaua-ﬂhaandanpmimgkapan.
BAB HI
 ORGANISASI
Bagian Pertama,
SUSUNAN ORGANTSAS]
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Dinas Bina Marga terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Bagizn Tata Usaha ;

¢. Sub Dinas Pengrndalian Operasional ;

d. Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jewmbatan
e. Sub Dinas Pemeliharaan ;

[ Cabang Dinas ;

2. Unit-ﬂ:].aksﬂna Teknis Dinas |

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA
Pasal &

Bugian Tata Ussbha mempunyai tugas melalssnakan kegiatan

pengelolasn  administiusi  kepegawaisn, Keuangan, pecalatan dan

perlengkapan, rmmah tangge, kebhumesan, naskah dinas dan

pelaporan.
Pagal 7

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal 6, E&EI.HII Tata
Usaha mempunya: fungsi :

a. Peoyiapan bahan ‘dan  koordinasi pelaksanasn  penyusunan
anggaran, pelaporan serta pombinaan tatalaksana ;

b. Pelaksanasn pengelolaan administrasi kepegawaian ;
e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;

d. Pelaksanaan urusan umum, rumsh tangga, perlengkapan, naskah
dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

e. Pelaksanaan pengelolaan peralatan |
f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

.

Pasal 8
Bagian Tata Usaha terdm dari
& Bub Bagian Umum ;
h.Sub Bagian Kevnangan ;
<. Sub Bagian Peralatan.
Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat
menyurat, kearsipan, ckspedisi, romah tongga, administrasi
perjalanan dinas dan kepegawadan |

{2} Sub bagian ........



[2) Sub Bagian Kenangan = mempunysi tugas melaksanakan
pengelolasn  administrasi keuangan, yang melipul penyusunan

(3) Sub Bagian Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pembinasn, perencanasn pengadaan peralatan dan alat-alat
berat, pengelolaan administrasi, pengaturan penggunasn peralatan
dan alat-alat berat.

Bagian Ketiga
BUB DINAS PENGENDALIAN OPERASIONAL
Pasal 10

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan

pnngumpu]ani:a]mndandata, [penyusunan program, study kelayakan,

melalksanaan analia.adm:u malnampmgamhangﬂ_u jelan dan jembatan;

Pasal 11

Untuk menjrﬂ:nm tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas
Pengendalian Operasional mempunyai fungsi

a. penyusunan program proyek jangka panjang, mencngah dan
jangka pendek di bidang kebinamsargasn ;

b. Penyusunan perencanasn stu.-::'ly kelayakan jalan dan jembatan
serta amdal |

c. Pelaksanaan kegiatan perencanasn telnia jalan dan jembatan ;

d. Pelaksanaan  pemutahiran dan penvimpansn dela jalan dan
jembatan guna keakuratan data ;

2. Pelaksanaan penelitian dan p:llj‘t:lﬁ:lﬂ:an tanah, bahan jalan dan
jembatan ;

T Pelaksanaan migas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12
Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari
a. Seksi Pemyusunan dan Program ;
h. SBeksi Perencanaan Teknis dan Pengujian Bahan ;
c. Beksi Survey dan Pendatzaan.



B T e L L

o

-6 -
Pasal 13

(1) Seksi Penyusunan dan Program mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan dan data, penyusunsan program jangka pendelk,
menengah dan jangka panjang pembangunan jalan dan jembaten,
rencana  pengemmbangan  jalan dan jembatan  serta  melakulan
analizsa dan evaluasi ;

{2) Seksi Perencanasn Teknis dan Pengujian bahan mempunyai tigas
melaksanakan penyiapan swvey  struktur dan  topographi,
perhitungan perencanaan dan gambar geomelrd jalan, cstimasi
biaya pclaksanaan serta penclitian pengujian teansh, baban jalan
dan jembatan, pengujian  kualitas pembangunan jalan  dan
jembatan;

{3) Belsi Burvey dam Pendateen mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan  data, penyiapsn data  jalan  dsn jombatan,
survey dan pendatasn rencana pembangonen jalan

dan jembatan.

Bagian Keempat
BUB DINAS PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Pasal 14

Sub Dinas Pecmbangunan Jalan dan Jembatan mempunyai togas
melaksanakan rencana pembangunan jalan dan jembatan, pembinasn
dan pengawasan pembangunsn jalan dan jembatan, penélitism dan
pengkajian  dolomen  teknik serta  evalnasi dan  pelaporan

pembangunan jalan den jembatan.
| Pasal 15

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas
Pembangunan jalan dan jembatan  mempunyai fungsi:

a.  Pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan peningkatan
jalan dan  penggantian jembatan dengan berpedoman pada
kegiatan .t.ahum scsuai dengan peraturan yang berlaku

b. FPclaksanaan pembingan dan pengawasan pembsmgunan jalan dan
jembatan |

c. Pelaksanaan peneliian dan pengkajian dokumen teknik serta
cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan pﬂmbﬂnguuﬂn jalan dan
jembatan ;

d. Peoyusunan laporan secars pericdik berdasarkan kemajuan
p:kmjﬂanyangtchhdﬂukaanﬂkandanhamhamnpclakmya

e.  Pelaksaoaan tu@m lain yang diberikan oleh atasan,

FPasal 16 ...........




Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari :

. Seksi Pi:mhanglmﬂn Jalan ;

b. Scksi Peningkatan Jalan ;

c. Seksi Pembangunan dam Penggantiam Jembatan.
Pasal 17

{1} Scksi Pembangunan Jalan  mempunyal tugas melaksanakan
prigawasam, pengem!aﬁan dan pelaksanann kegintan
pembangunan jalan dan jembatan ;

(2} Seksi Peningkatan dJalan mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan pelaksansan kegistan peningkatam

{3} Seksi Pembangunean dan Pengpantisn Jembatan mempunyai tugas
melaksanakan  pengawasan  pengendalian seria pelaksanaan
keginian pembangunan dan penggantian jembatan,

Bagian Kelima
SUB DINAS PEMELIHARAAN
Pasal 18

Sub Dinas Pemeliharaas mempunyai tugas melakukan pényusunan
program  kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan,
pengendalian =scrta  melalmkan  pengawasan  dan  perizinaen
pemaniaatan jalan dan jembatan,

| Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada paﬂal 18, Sub Dinss
Pemmchharaan mempunyai fungsi :

a.  Pelaksanasmn pcnjusunﬂnpmg[amlﬂ:giﬂmndancshmamhmya
pcmcliharaan jelan dan jembatan pada kKegiatao tahunan aesum
dtnmpcmtumn:,mngheﬂaku

h. Pelaksanasn FPombinaan, pengawasan, pengendalian dan
petunjuk teknis dalam rangka pemelibaraan jalan dan jembatan ;

c. Pelaksanman pengewasan dan perizinan pemsanfaatan jalan dan
jembatan ;

d. Pelaksanaan penanggulangan jalan dan jemnbatan akibat bencana
alam

€. Pelaskesanasn tugas lain yang diberikan oleh atagan,
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Pasal 20

Sub Dinas Pemeliharsan terdin dari :

a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Perizinan ;

b. Scksi Pemeliharaan Jembatan,
Pazal 21
{1} Scksi Pemeliharaan Jalan dan  Perizinan mempunyai igas

melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan
bencana alam seria pengelolaan perzinan pemsmfaatan jalan ;

{2) Seksi Pemeliharasn Jembatan —mempunysi tugas melaloiken
pengawasean, pengendalian dan pelaksanasn kegiatan pemelibarasm
jembatan scrta  penanggulangan  kerusakan _]t-mbatan akibat
bencana alam ;

Bagian Keccnam
CABANG DINAS
Pasal 22

Cabang Dinas Bina Marga mempunyai tupas meclaksanakan schagian
tugas Dinas Bina Marga vang mempunysai wilayah kerja satu atan
beberapa Kecamatan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22, Cabang Dinas Bina
Marge mempunyai fungsi .

b. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksﬂrmanfkegiatan tekmis  di
hidang pengembeangan, peralatan, teknis  pelatihan  dan
pemelibaraan ;

c. Pcn}*mpanhahanpen}mann&ndampumlatandanpcﬂmlgk&pan
kfnmm:l:targnan

d. Pelaksansan pengkapan dan penerapan teknologi perlenglapan dan
. peralatan ;

e. Pelaksanaan urmsan administrasi, keuangan den rumeh tangga.

UNIT PELAKBANA TEKNIS DINAS

| Pasal 24 ...........



Pamcl 24

Uit ch_ Teknis Dinas (UPTD} Bine Marga mempunysi tuges
melalsanalan schagian tugas Operasionat Dinas Bina Marga di bidang
tertcotu.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan gas tersebut pada pasal 24, Unit Pelaksana
Teknis Dinas Bina Marga mempunysi fungsi :

a, Pelaksanaan scbagian tugas [Yinas Bina Marga sesuai dengan
bidangnya ;

b. Pelaksanaan urisan administrasi, kevangan dan rumah tangga,

Ragian Kedelapan
KELOMPOK mrumm
Pa;aal 26
Kelompok Juabalan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
schagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional

manmgmaamg benlmaﬂmn peraturan  perundang-undangan  yang
berlalo.

{1} Kelompok Jabatan F‘m:ugsh-nal tordiri deri sejumlah t:naga
fungsional yang terbagi dalam berbagai tmaga fungsional sesial
dengan bidang keahliannya ;

(2) Masing-masing kelompok tenaga fungsionsl di pimpin olch scorang
tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas

{3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan
herdasarkan kebutuhan den beban kerja ;

{4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimeana di maleud ayat
(1) i atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 27

Hal - hial yang belum di atur dalaim Keputusan i sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan tersendin oleh Bupati.

Pasal 28
Keputisan ini mula berlako pada tanggal diundangkan.
Agar Supaya ...
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Agar supayva sctinp orang dapat mengefahuinya, memerintahkan
Pepgundangan Kepulusan ini dengsn penempatannya dalam Letnbaran
Dacrah Kabupaten Muara Enim.

Dhtetaplean di Muara Enim
pada tanggal & Mel 2001

BUPATI MUARA ENIM
AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diyndangkan di_ = Muara Enim

pada tanggal B Meli 2001

BEKRETARIZ RAH KABUPATEN

EN

AN ROBAIN BIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 29



